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I
]' TENTANG
e PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN
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SR

Menlmbang a bahwadengan berakhlrnYa pelaksanaan Program

~ Pengembangan Kecamatan (PPK)/Program Nasional -
> Pemberdayaan Masyarakat = Program Pengembangan
vl Kecamatan (PNPM-PPK) yang dikelola Pemermtah dengan -

: ~d||anda3| semangat alih kelola pemblnaan hasilnya dari al

Pemenntah kepada ‘Pemerintah ~ Daerah diperlukan
‘ketentuan dan penegasan yang mengatur tentang kebijakan-
‘perllndungan dan pelestarian hasil kegiatan Program =
Pengembangan Kecamatan dan atau Program Nasional .
Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan g
ST ‘,*Kecamatan (PNPM PPK); ‘ S , ,
‘ e s D, bahwa untuk maksud tersebut perlu dlatur dan drtetapkan
B S dengan Peraturan Bupatl i, e T
~‘Mengingat 1. Undang Undang Nomor 13 ~Tahun ~ 1950 . tentang = =
L e e Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lrngkungan T
Propr\nsr Jawa Tengah ~ :

- 2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan v
' Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesra. R
' Nomor 4286); ~ i

3. Undang Undang Nomor ‘ 1 Tahun 2004 tentang’_f' ‘
‘Perbendaharaan Megara (Lembaran Megara Republik =
lndonesra Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk SR
Indonesra Nomor 4355) o :

4, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang R

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
_Negara Republrk Indonesia -Tahun - 2004 Nomor. 53,
Tambanan Lembaran Negara Repubhk Indonesra Nomor



. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Snstem '

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

,.Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan i

Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Nomor 4421);

.Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang:"; k]

Pemérlntahan ‘Daerah  (Lembaran Negara Republik

: lndonesna Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran -
' Negara Republik ‘Indonesia 'Nomor 4437) sebagaimana - -

telah dlubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun’ 2005 Nomor-
108, MTambahan Lembaran Negara Republlk lndone3|a

S Nomor 4548);

. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
‘Perlmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan =
' Pemenntahan Daerah ~ (Lembaran Negara = Republik
' Indones1a Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran~

- Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

| Mémpérh;atika‘n

.'-Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik -

~Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran‘
e Negara Republik IndoneS|a Nomor 4578) '

. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa/ Al

Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 | Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republlk o 5[ e o
‘Indonesua Nomor 4587) o

10 Peraturan Pemerlntah Nomor 73 Tahun 2005 tentang;

Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005|Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republlk
lndonFSIa Nomor 4588); : :

11 KeputuSan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang“; i
Pedoman  Pelaksanaan =~ Pengadaan = Barang/Jasa

P\e\menntah {Lembaran ‘Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 |Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndoneS|a Nomor. 4330), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presnden Nomor 85 Tahun 2006 '

«12.Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 s
o tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah E

1. Surat3 Menteri Dalam Negeri Nombr ‘414'2/1’402/PMD e

tanggal 11 Agustus 2006 tentang Kebuakan Pelestarian

- Hasil PPK

2. Petunjuk Teknls Operasmnal : (PTO) ,Program
. Pengembangan Kecamatan (PPK) Phase ;- -

. Petunjuk Teknis Operasmnal (PTO) IntegraS| PPK ke Dalam f

Slstem Pembangunan Daerah




Ménetapkan o

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG  PERLINDUNGAN DAN
PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM

- PENGEMBANGAN  KECAMATAN  (PPK)/PROGRAM

' 11 badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya drsrngkat .

NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM
: PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM PPK) KABUPATEN
: KARANGANYAR ' AR T .

, BAB I
- KETENTUAN UMUM
~ Pasalt

Dalam P?raturan Bupatr ini yang drmaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar ‘

: 2, Peme’rrntah Daerah ' adalah Pemerrn}tah ‘Kabu‘pat‘en e

o ‘Karanganyar

3. Bupatr adalah Bupatr Karanganyar | | :
4. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Kabupaten

Karan‘ganyar :

5, Kecamatan adalah wrlayah kerja Camat sebagar Perangkat* |

’,‘Daerah Kabupaten Karanganyar L

6. Camat adalah Camat di wrlayah Kabupaten Karanganyar

7. Kelurahan adalah wrlayah kerja Lurah sebagar perangkatf;
Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan

S 8. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang berada di bawah’
i _dan bertanggungjawab kepada Bupatr melalui Camat.

9 Desa]adalah kesatuan ‘masyarakat hukum yang memrllkr'
~ batas-batas wilayah yang kewenangan untuk mengatur dan

' mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
drhormatr dalam sistem Pemerintahan Negara 'Kesatuan

,Rébubhk Indonesia dan berada di daerah Kabupaten | e

, Karanganyar

10 Kepala Desa adalah Kepala Desa" 'di 2 Kabupatenf

Karanganyar

"BPD adalah adalah Lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasr ‘dalam - penyelenggaraan . Pemerintahan Desa
sebagal unsur penyelenggara Pemerlntahan Desa e

:12 Program Pengembangan Kecamatan  yang selanjutnya

disingkat PPK dan berlanjuf menjadi- Program Nasional
;Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan

e Kecamatan yang selanjutnya disingkat (PNPM PPK) adalah ‘

~ salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan
; kesejahteraan masyarakat melalui upaya penanggulangan

' kemiskinan yang drberrkan kepada masyarakat di wilayah S

Kecamatan
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~Un|t Pengelola Keglatan yang selanjutnya drsmgkat UPK adalah Unlt e
“Pengelola Kegiatan pelaksanaan operasional PPK/PNPM-PPK dan sebagari c

~ pelaksana mandat dari Musyawarah Antar Desa/Kelurahan (MAD/K) yang
- disebut dalam AD/ART ‘Musyawarah Badan  Kerja = Sama Antar
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AT

Desa/Kelurahan (BKAD/K) yang mengkoordlnasrkan kegiatan antar Desa/ :
Kelurahan termasuk mengelola kegratan pelestarran dan pengembangan S
ik hasil kegratan PPK/PNPM-PPK S i ey
140 }Badan Kerjasama Antar Desa/ Kelurahan yang selanjutnya drsmgkat BKAD/K el

. adalah lembaga yang d|bentuk oleh Musyawarah Badan Kerja Sama Antar
N ,Desa/ Kelurahan yang bertuluan untuk kerjasama antar Desa/Kelurahan. - :
15, Dana bergullr adalah dana yang dlgunakan untuk memblayal keglatan usaha' i

' ‘;,L‘masyarakat terutama‘ masyarakat miskin yang berasal dari. hibah = -

‘ :}, - PPK/PNPM-PPK kepada masyarakat dan sumber-sumber lain.

:Kelompok Usaha Ekonomr Produktif selanjutnya. disebut UEP adalah aktifi tas .
. kelompok masyarakat Desa/KeIurahanan di sektor riil yang memproduksi
- bahan/barang, usaha dl bldang penjualan atau pemasaran maupun yang

berbentuk usaha Ialnnya

N,ffKelompok Simpan Plnjam selanjutnya dlsebut SPK adalah aktlf tas kelompok'
~masyarakat yang mempunyar kegratan srmpanan dan kegratan prnjaman,

. t"j‘yang dikelola secara mandln

Kelompok Simpan Prnjam Kelompok Perempuan (SPKP) ada|ah Kelompok i

S V'Srmpan Plnjam (KSP) yang beranggotakan khusus perempuan

19 S |
" hasil kegiatan PPK atau program sejenis yang mencakup infrastruktur fisik, £
~ pendidikan, kesehatan ‘dan fasilitas umum yang dlbangun oleh masyarakat ~

Sarana/prasarana PPK/PNPM PPK atau program sejenis, adalah seluruh ‘

 melalui PPK/PNPM- PPK

20, L
.~ pemanfaat fasilitas langsung/tldak langsung dan atau masyarakat umumdan
S ‘bentuknya ditentukan oleh musyawarah masyarakat pemanfaat L

s 21,

luran masyarakat adalah dana yang d|h|mpun oleh masyarakat baik £

-Retnbusr adalah pungutan yang resmi (drtetapkan melalui Peraturan Daerah

. atau Peraturan Desa/ Kelurahan' atas penggunaan sarana/prasarana, T

e VPPK/PNPM PPK atau program sejenis.
22

Pengelolaan sarana/prasarana PPK/PNPM PPK atau program sejenrs'{

- adalah. kegiatan perencanaan pengorganisasian, pendanaan pelaksanaan,

o _ pemantauan, pengawasan “dan  evaluasi dalam rangka pemellharaan S
. perbaikan, penrngkatan fungsr pemanfaatan dan pengembangan :

-~ Kelompok Pemanfaat. adalah kelompok masyarakat yang memanfaatkan
S sarana/prasarana PPKIPNPM PPK dan program sejenis. =
240
25 | .
. ‘Kecamatan yang harus tetap berguhr kembah dan berkembang secara terus i
}_menerus T , ; 3 PRI

23

Pemanfaat adalah penduduk yang memanfaatkan sarana/prasarana umum :
Dana abadi UPK adalah dana PPK/PNPM-PPK milik masyarakat di wrlayah t




. sejenis khususnya keglatan yang dikelola UPK merupakan suatu kewajlbanf '
- Pemerintah Daerah dan masyarakat ‘ ‘

- yang sah adalah masyarakat sehingga segala keputusan tentang hasil L

. BKADK.

Kelembagaan hasil keglatan PPK/PNPM PPK dan UPK merPakan HSet o
‘~,‘-¢,»“‘5031al yang sangat dlbutuhkan dalam proses pembangunan ‘secara
 partisipatif. v ’:i i , |

@

S BABN
L KEDUDUKAN:‘DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

Baglan Kesatu
- Kedudukan
Pasal 2

Perllndungan dan pelestanan hasxl keglatan PPK/PNPM PPK dan- program‘/*"

Pemilik hasil keglatan PPK/PNPM PPK dan UPK terma¢uk dana bergullr

kegiatan -PPK/PNPM termasuk dana bergullr dlputuskan melalm Forum:"‘

~;Kelembagaan hasnl keglatan PPK dan UPK sebagalmana dlmaksud ayat (4) : : L
~ pasal ini meliputi 3 |(tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Karanganyar,

~Kecamatan TaS|kmadu ‘dan ‘Kecamatan Kebakkramat serta Kecamatan

‘partisipasi Program | PNPM -PPK  di seluruh kecamatan Kabupaten: |
«-_”ff‘Karanganyar I e . e

o <1)_

' ‘dalam pengertian mengelola ‘sendiri, merencanakan melaksanakan dan, i
T mempertanggungjawabkan pengembaliannya; , -

G Baglan Kedua
5 Pnnsnp Penyelenggaraan
; Pasal KRR

,Perllndungan dan” pelestarlan hasn keglatan PPK/PNPM PPK dan UPK‘ 1' At

dlselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip -

a. PrlnS|p DesentrallsaSI ~artinya. dalam pengelolaan hasn keglatan

- PPK/IPNPM-PPK dan UPK masyarakat diberikan kewenangan penuh

. 'fb.‘,_'Prmem Keterbukaan artinya dalam menjalankan pelaksanaannya hasn,. o
- kegiatan’ PPK/PNPM PPK dan UPK terbuka untuk umum, terutama yang

‘berkaitan dengan | pengambilan keputusan, laporan' perkembangan

. keuangah kebebasan masyarakat memperoleh informasj secara lengkap -

-~ dan terus menerus‘ kepeduhan untuk mengawaSI dan lkut melestankan FEL

e ~ kegiatan orgamsasn

: c "PnnS|p PartnsupaSI artlnya perlu adanya keterhbatan masyarakat secara |

. aktif dan proaktif | dalam setiap “proses kegiatan dari perencanaan, .

o pelaksanaan dan: 1pertangungjawaban pengembalian  pinjaman -atau -
. pelestariannya. Keterhbatan yang lebih penting terutama dalam kaitannya
- ikut merumuskan dan |kut memutuskan dalam setlap musyawarah yang

o 'ff‘i}',dladakan organlsaS|

“d;fPrlnS|p Keterhbatan Orang MISkIn ata,u Kelompok MISkln artlnya’

- keterlibatan. mereka harus mulai dari pengambilan keputusan, penentuan

“l-',usulan pelaksana ’dan pemanfaat hasil kegiatan bahkan orang miskin

~ atau kelompok mlskln harus - terwakili dalam setlap pengambllan :

s keputusan :




e.

) A .

Prinsip Keterlibatan Perempuan artin ‘ | ’

Pr 3 ya mengharuskan keterlibatan dan

terwakilinya perempuan dalam pengambilan keputusan pada setiap
Eroses mulal. dari perencanaan sampai pelaksanaan dan hasil
eputusannya tldak menjadikan pemiskinan pada kelompok perempuan;

- Prinsip Kompetisi Sehat artinya upaya yang harus ditempuh dalam setiap

kegiatan atau usu!‘g_an mulai penggalian usulan sampai penentuan usulan
har_us mengedepankan proses persaingan sehat yaitu ‘memakai aturan
main yang disepakati bersama termasuk dalam persaingan kualitas
pekerjaan atau usaha, pinjaman, ansuran diantara kelompok dan desa;

Prinsip Syvgdaya aﬁtliny_a kerlibatan mas‘yarakat dalam berswadaya dalam
bentuk pikiran, tenaga dan uang serta khusus kegiatan ekonomi dalam

- pengembangan usaha ekonomi produktif lebih mengutamakan

masyarakat miskin yang telah mempunyai modal atau swadaya untuk -
pengembangan usaha ekonomi produktif sehingga dana pinjaman harus

!

dipahami sebagai penambahan modal;

Prinsip Perguliran dan Pengembalian artinya dana abadi UPK akan terus
digulirkan dan harus “é,iikembalikan berserta jasanya. Ketentuan ini sesuai

dengan pengertian bahwa, dana abadi PPK/PNPM-PPK sebagai milik -
masyarakat wilayah Kecamatan yang harus tetap bergulir, kembali dan
berkembang secara t(?'!rus menerus; ' ,

Prinsip Berbasis Kel\igmpok artinya kegiatan usulan pinjaman harus
mempergunakan kelompok sebagai salah satu syarat mendapat pinjaman,
dimana Kelompok yang dimaksud sudah berusia paling sedikit satu tahun
serta mempunyai pelu‘?ng usaha yang lancar; - : ~

Prinsip Pelestarian arti_ﬁya semua masyarakat Wilayah Kecamatan harus
memahami dan menjaga tentang proses pelestarian dan tumbuh
kembangnya dana abad‘i UPK dan hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK;

i o :
Prinsip. Tanggung Renteng artinya sistem organisasi berjalan dengan
tanggung renteng dari antar anggota, antar kelompok dalam satu desa

- dan antar desa dalafn satu wilayah Kecamatan sehingga terjadi

pelanggaran anggota bi‘airakibat kelompok, kelompok berakibat desa dan
desa berakibat pada selHruh_wilayah masyarakat Kecamatan;

Prinsip Sanksi artinya hu‘llsuman bagi pelanggaran kesepakatan yang telah
dibuat dan diputuskan secara bersama, sanksi juga dimaksudkan untuk
menumbuhkan rasa tanggung jawab dari berbagai pihak terkait dengan
pengelolaan kegiatan UPK dan PPK/PNPM-PPK; k ,

. Prinsip Daftar Larangan 1‘:fartinya kegiatan tidak bisa terdanai oleh dana
“abadi UPK karena tidak rnemungkinkan berpeluang untuk berkembang

dan atau justru akan menimbulkan dampak lingkungan dan proses

kemiskinan masyarakat antara lain;

1) Pinjaman untuk pempiayaan partai politik, 'kegiatan militer atau . -

- sejenisnya; I

2) Pinjaman untuk'pembﬁ‘iayaan unsur yang melanggar Hak Asasi
Manusia (HAM) dan Kejgerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

3) Pinjaman untuk kegiéfén konsumtif misalkan untuk makan, pesta, -
membayar hutang atau “Jy?ejenisnya; o

4) Pinjaman untuk kegiatan usaha pupuk kimia, obat kimia atau bahan
kimia yang metusak lingkungan;. o |

|



k 5) Plnjaman untuk. kegiatan-usaha yang ‘mempeke‘rjakan anak"dibawarh o
- usiakerja; S i a Bt

s 6) Pinjaman untuk membuat kantor, tempat ibadah atau sejemsnya
. !

|  ‘“7)‘ Plnjaman untukg keglatan pengajxan atau keglatan keagamaan

scienisnya; S :
* 8)- Pinjaman untuk membeh chalnsaw senjata bahan peledak atau' :
bahan-bahan yang merusak lingkungan. : :

(@) Perhndungan dan pelestanan hasil kegiatan PPK/PNPM PPK dan UPK waj|b ,f
- dilakukan . oleh seluruh aparat terkait Pemerintah - Daerah dan_
: _dis‘elenggarakan untuk masyarakat terutama masyarakat mlskm :

0 sABW
- IMAKSUD DAN TUJUAN
Baglan kesatu . e
Maksud ' R i
Pasal4

"Maksud perllndungan dan pelestarlan hasul keglatan PPK/PNPM PPK dan UPK

~adalah ‘melindungi seluruh hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK dan"f"':"'

- perubahan status kepemlhkan oleh masyarakat kepada pihak-pihak Iain, -

melindungi prinsip PPK/PNPM-PPK khususnya keberpihakan pada orang miskin, i
~mekanisme: yang sesuai dengan PPK/PNPM-PPK (partisipatif, transparan dan®

akuntabel), dan melestankan serta mengembangkan seluruh hasil keglatan PPK/

i PNPM PPK dan UPK termasuk kelembagaan yang dlperlukan

o |
J Baglan Kedua e
~ Tujuan

: Pasal5

Tu;uan perllndungan dan pelestanan hasnl keglatan PPK/PNPM PPK adalah

a. g Tu;uan umum adalah untuk membenkan kekuatan hukum yang menglkat -
- tentang status kepemlllkan hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK,

menjamin penggunaan prinsip dan mekanlsme PPK/PNPM PPK dan UPK, | s

- dan keberplhakan pada orang mlskln
b. 'Tu1uan khusus adalah untuk

1) Memperjelas bahwa anggota masyarakat adalah pemlllk yang sah hasﬂ i
keglatan PPK/PNPM PPK dan UPK; ,

2) Memperkuat kelembagaan UPK sebagal lembaga pelaksana mandat« e

- Forum BKAD/K untuk melakukan pengelolaan dana bergullr

e 3) Memperkuat hasil ‘keputusan BKAD/K yang dltuangkan dalam AD/ ART‘T’, :
- yang merupakam hasil - keputusan tertinggi dalam kaltan dengan
pelestanan hasnl keglatan PPK/PNPM PPK dan UPK;

' ""‘,"44) Memperkuat status hukum Forum BKAD/K dan UPK dalam melakukan e |

kerjasama dengan plhak laln dalam program kemasyarakatan




BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
- Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Perhndungan dan Pelestarian Hasnl Kegiatan PPK/
'PNPM-PPK terdiri dari: : :

a. Pelaku Perllndungan dan Pelestarian di Kabupaten

'b. Pelaku Perhndungan dan Pelestarian di Kecamatan;
C. -Pelaku Perllndungan dan Pelestarian di Desa/Kelurahan
d. Pelaku Perllndungan dan Pelestarian di Kelompok (

@2 Masmg masing Pelaku‘ sebagalmana disebut dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri

dari : . 'i
- a. }Pelaku Perlmdungan dan Pelestanan di Kabupaten terdiri dan
1) Bupati Karanganyar sebagai pembina;

2) Satuan Kerjafl'||m Koordinasi Perllndungan dan Pelestanan PPK/
PNPM-PPK; ;g;

3) Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PjOKab);
4) Setrawan Kabupaten -
5) Tim Teknis Perlmdungan dan Pelestanan PPK/PNPM PPK
' 6) Sekretariat.
b. Pelaku Perlmdungan dan Pelestanan di Kecamatan terdm dan

13
i!

1) Camat sebagai pembma
2) Penanggungjawab Operasmnal Kegiatan (PjOK);
3) Penanggungja\A;ab Administrasi Kegiatan (PjAK);
4) Setrawan Kecamatan _
~.5) Badan Kerja sama Antar Desa/KeIurahan (BKAD/K);
6) Fasﬂltator Pendamplng Kecamatan (FPK)
7) Dewan Pengawas Kecamatan (DPK);
- 8) Dewan Verifi kas: Kecamatan (DVK);
9) Kelembagaan yang bersifat tetap (pefmanen)
10) Kelembagaan Pendukung, _
11)Kelembagaan yang bersifat Ad Hoc atau sementara.
C. Pelaku Perlmdungan dan Pelestarian di Desa/kelurahan
1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
2) Kepala Desa/Lurah sebagai Pembina;
~3) Badan Pelaksana Kegiatan Harian Desa (BPKHD);
4) Fasmtator Pendamplng Desa/Kelurahan’ (FPD/Kel)
5) Dewan pengawas Desal/kelurahan (DPD/Kel).
- d. Pelaku Perllndungan dan Pelestarian di Kelompok




(1)

@

NG

“)

()

(6)

(7)

0N

‘pembinaan;” pengkw;d.nasnan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis

@)

Kabupaten.

tingkat Kabupaten | [;

tingkat Kabupaten. |,

Pasal 7

Pelaku Perhndungan dan Pelestanan di Kabupaten mempunyai tugas pokok

‘pembinaan, pengkoordmasnan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis

pelaksanaan perllndurrgan dan pelestarian hasn kegiatan PPK di tlngkat‘-

Bupati Karanganyar merupakan Pembina dan bertanggungjawab atas
pelaksanaan Perllndungan dan Pelestarian Keglatan PPK/ PNPM PPK di

i

Satuan Kerja/Tim KOOI’dInaSI Perhndungan dan Pelestanan PPK/ PNPM PPK :
dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri unsur Satuan kerja Perangkat .
Daerah (SKPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan
pengusaha untuk melakukan pembinaan pengembangan peran -serta
masyarakat, pemblnaan administrasi dan  fasilitasi pemberdayaan

masyarakat pada seluruh tahapan - program, memberikan dukungan
koordinasi program antar instansi serta pelayanan dan proses administrasi di
tingkat Kabupaten. Dalam melaksanakan fungsinya Tim Koordinasi dibantu

oleh  sekretariat Perllndungan dan Pelestanan Kegiatan PPK/PNPM PPK
‘Kabupaten.

Penanggungjawab Operasuonal Kabupaten (PjOKab) adalah seorang pejabat
di Imgkungan Kantor‘ Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat lain yang
mempunyai tugas pokok sejenis di Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan

- Surat Keputusan Bupatl yang berperan sebagai Pelaksana Harian Tim

Koordinasi Perllndungan dan Pelestarian Hasil Keglatan PPK/PNPM PPK di

Setrawan Kabupaten adalah Pegawai Negeri S|p|l yang berkedudukan dl‘”

[

tingkat kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati, dibekali - .

kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan
sikap mental di kalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata
kepemenntahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam
manajemen pembangunan part|S|pat|f ‘

Tim Teknis Kabupaten adalah Tim yang membantu Satuan Kerja/ Tim
Koordinasi Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK dalam -
pelaksanaan tugas adm|n|>tra3| dan teknis di lapangan yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Bupati.

Sekretarlat, ,sebaga|1 upaya melaksanakan tugas dan fungsnnya Tim

Koordinasi kegiatan I‘DPK dan Perlindungan dan Pelestarian Keglatan PPK

'Kabupaten Karanganyar perlu d|bentuk Sekretanat

|:
“:;
H Pasal8

“i
‘.

Pelaku Perlmdungan dan Pelestarian di Kecamatan mempunyai tugas pokok

pelaksanaan perlmdungan dan pelestarlan hasil keglatan PPK/PNPM PPK di-

»tlngkat Kecamatan. 4}

@

‘Kelurahan di wilayah Kecamatan

‘Penanggungjawab Operasnonal Keglatan (PjOK) adalah seorang Kasi
: Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok
vsejems di Kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupatl dan

Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan',
Perlindungan dan Pelestanan Kegiatan. PPK/PNPM-PPK olu,h Desa/

‘l
j«



bertanggungjawab atas penyelenggaraan ‘ operasmnal kegiatan dan - o
keberhasilan seluruh keglatan Perhndungan dan Pelestarlan Keglatan PPK/ G

PNPM- PPK di tingkat i|<ecamatan

4) Penanggungjawab Admnmstrasn Keglatan (PjAK) adalah seorang aparat d|
‘Kecamatan  yang (dltetapkan dengan - Keputusan Bupati 'yang

| bertanggungjawab atas penyelenggaraan admmlstra& PPK/PNPM PPK di
. Kecamatan. -~ - ~J,

k(5)’ Setrawan Kecamatan adalah seorang Pegawal Negerl Slpl| yang

berkedudukan di tlngkat Kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan

‘Bupati yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas = :
“akselerasi perubahan Slkap mental di kalangan lingkungan pemerintah dan - -

perubahan tata kepen“lenntahan serta mendampingi masyarakat khususnya

~-dalam manajemen pembangunan part|51patlf

e (6) Kelembagaan Badan| ;Kerjasama Antar Desa/KeIurahan (BKAD/K) yang (i k

- selanjutnya dlsmgkatw (BKAD/K) adalah Lembaga yang': merumuskan,
[ membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK

- serta memfasilitasi jalannya Forum atau Musyawarah BKAD/K, forum formal‘ S

- dan nonformal lalnnya setlngkat Kecamatan

'(7) Badan Pelaksana Harlan Kecamatan yang selanjutnyu dlsmgkat BPHK.
‘ adalah lembaga yang dibentuk - melalui musyawarah BKAD/K  untuk

- kepentingan operasional orgamsasn kegiatan Perhndungan dan Pelestanan' :
Keglatan PPK/PNPM- PPK di Kecamatan e :

(8) Fasilitator Pendamplng Kecamatan selanjutnya dlsmgkat FPK atau dengan S
- istilah lain adalah merupakan pendampmg masyarakat dalam mengikuti atau - -
" melaksanakan Perllndungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK,
~mulai dari tahap. SOSlallsaSI ‘perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian,
- ‘'membimbing kader-kader Desa/Kelurahan atau pelaku-pelaku Perlindungan

* dan Pelestarian Kegiatan' PPK/PNPM PPK tmgkat Desa/Kelurahan dan .

~ Kecamatan. - ‘%(,
S

(9) _Dewan Pengawas Kecamatan yang selanjutnya disingkat DPK dlplllh dari

- unsur pengawas, organlsa3| setingkat kecamatan, utusan Desa/ Kelurahan,

i “utusan perempuan dan unsur masyarakat yang dibentuk sebagai upaya

menmgkatkan transparansn pengawasan, pengaduan permasalahan
penyebarluasan mformasu dan pertanggungjawaban dari BPHK

" 1_(‘10) Dewan Verifikasi Kecamatan yang selanjutnya disingkat DVK dlbentuk dan et

anggota masyarakat yang berperan melakukan pemeriksaan serta penilaian
~ usulan “kegiatan - - semua. Desa"(elurahan dan selanjutnya membuat

" rekomendasi kepada‘( musyawarah BKAD/K sebagal dasar pertlmbangan e ;

pengambllan keputusan

S _'v(1‘v1) Bentuk Kelembagaan‘Pendukung adalah Bentuk kelembagaan atau bldang-]' B

‘bidang  pendukung ' yang ditetapkan oleh ‘BKAD/K dapat dlbedakan'\' o

berdasarkan fungsi dan tanggung Jawabnya

7 _5(12) Kelembagaan yang bers:fat tetap atau permanen adalah Dewan atau umt-(":

e umt usaha yaltu _;,;

a. Unit Pengelola Keglatan (UPK) S e . |
b Dewan atau Unlt lam yang dlanggap perlu untuk dlbentuk oleh BKAD/K

‘;(13) Kelembagaan yang bersnfat ad-hoc atau sementara adalah kelembagaan
- - yang bekerja jika. dlperlukan atau dlbutuhkan sebagal pendukung-
~ kelembagaan yaltu, ; : ; o : i




(1)

()

@)

(4)

©)

(6)

(1

(2)

, 1 : |
a. Tim Penyelesaian Permasalahan;
. Tim Pembahas Peir}danaan; . |
c. Tim auditor indepeﬁden;

d. Tim lainnya yang akan ditentukan dan ditetapkan—jika dipandang perlu.

o

‘ H
H
H

‘ - Pasalg

Pelaku Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK di Desa/

Kelurahan, adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam

pelaksanaan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK di
tingkat Desa/Kelurahan! SR

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu Badan yang
berkedudukan sebaga‘i; Mitra Kerja dan sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Desa yang berfungsi menyusun peraturan Desa bersama
Kepala Desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan .
prinsip dan prosedur Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-

PPK dan UPK sebagai_ﬁiola pembangunan partisipatif,

Kepala Desa/lLurah ad"alah sebagai pembina dan pengendali kelancaran
serta keberhasilan pela[{sanaan perlindungan dan pelestarian kegiatan PPK/
PNPM-PPK di tingkat Dg;sa/ Kelurahan. ’ o L

Badan Pelaksana Ke\g';iatan Harian Desa/Kelurahan yang selanjutnya
disingnar 2PKHD/KeI agalah pelaksana (pengurus harian) yang terdiri dari
anggota masyarakat yang dipilih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan yang
secara umum berperan untuk mengelola dan melaksanakan Perlindungan
dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK di tingkat Desa/Kelurahan.

Fasilitator Pendamping Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat FPD/Kel
atau dalam istilah lain adalah Fasilitator pelaku perlindungan dan pelestarian .
kegiatan PPK/PNPM-PPK setingkat Desa/Kelurahan, kelompok dan
masyarakat. FPD/Kel galam kerjanya merupakan bagian dari sistem
BPKHD/K. RERE ' .

Dewan Pengawas Desalkélurahan yang selanjunya disingkat DPD/Kel atau
dengan istilah lain adala}j Pengawas UPK setingkat Desa/ Kelurahan.

' Pasal 10
Pelaku Perlindungan dari%Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK di kelompok
adalah pelaku yang b‘,erkedudukan dan berperan da}Ia!m pelaksanaan
perlindungan dan pelestarian kegiatan PPK/PNPM-PPK _dl tingkat kelompok.
Kelompok menjadi sasaran utama dalam sistem yang dikembangkan dalam

pelaksanaan Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK yang

K]

langsung berhubungan dengan pemanfaat.

y

Kelompok dalam UPK hﬁempunyai pengertian yang sangat luas meliputi
semua kelompok yang ada dalam masyarakat (RT, RW, kelompok peternak,

" kelompok petani, kelompok pedagang, kelompok perempuan dan lain-lain)

yang merupakan kelembagaan paling , ujgng ‘dalam .melakukan
pengorganisasian perguliran, angsuran dan penagihan dana abadi UPK.
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HUBHNGAN KERJA ANTAR PELAKU

i Pasal 11 '

Hubun ' i ' ‘dan

gan kerja antarpelaku diperlukan dan diatur dalam menciptakan kerj
erja

sama tim atau pels
aku yang terorganisi
. ; a i
kewenangan masing-masing, ganisir sesuai dengan fungsi dan

Hubungan kerja a ntar ,
il r pelaku terdiri dari: e :
fungsivich-Pengurus BKAD/K, Pengawas dgg.v:;:f?ﬁansg;)an ena struktural,

Masingfmasing pelaku mela
dan kewenangan masing
lainnya. i

kukan pekerjaan sesuai d
X J : engan hak, kewaii
masing serta tidak boleh mencampuri satu d:£222

i Pasal 12
Hubungan kerja strukfi;ral adalah hubungan kerja dalam UPK yangr

disebabkan adanya orang atau indivi
DK : orang : idu tersebut melek '
Pemerintahan (buokrasu)\::setmgkat Kabupaten, Kecamatan dan'D:;a. dengan

Hubungan kerja struktural terdiri dari :

a Hubungan kerja ‘struktiiijral setingkai Deéa/KelUrahan (Kades/Lurah)'
‘b. Hubungan kerja stru!gtural-s_etingkat Kecamatan (Camat, PjOK, PJAK

Setrawan); s

~¢. Hubungan kerja stfukﬁral setingkat Kabupaten (Bupati, DPVRD, Saker/Tim

(3)

(1)

()

@)
(1)

(2)

- setingkat Kecamatan.

Koordinasi Perlindungan dan pelestarian PPK/PNPM-PPK, PjOKab, i
Setrawan Kabupaten,‘ !pstansi terkait dan sebagainya). o

Hungan kerja struktural 'sifatnya sebagai fungsi koordinasi, pembinaan,

pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dari jalur birokrasi.
o el o :

i ‘
11 Pasal13

Hubungan kerja ,fungsionél adalah hubungan kerja dari pelaksana harian,
fasilitator atau pendamping dari luar birokrasi sebagai pelaksana teknis-
operasional organisasi. 2 , ' SR , Lo

- Hubungan kerja fungsionai\ll }erdiri dari :

a. Hubungan kerja setingkié‘:\t‘ Desa (Ketua Kelompok, BPKHD/K dan FPD/Kel; -

b. Hubungan kerja setingkat Kecamatan ‘adalah BPHK, FPK dan Pelaku

BKADKdanUPK. | e |
Hubungan kerja ini bersifaﬂprofesiona| dan independen dalam menjalankan
pelaksanaan harian dan telf;nisvoperasional organisasi. B

i
(R

| Pasal 14 i |
Hubyu.ngan kerja PengurusﬁBKAD/K dan anggota BKAD/K yan'g'.me‘rupakan
pembantu  camat dalam| memfasilitasi dan mengorganisir. jalannya
Musyawarah BKAD/K atau :$ejenisnya dalam proses pengambilan keputusan‘ :
ber\}xsifatv berkala atau - periodik yang berfupgsi
fasilitasi jalannya musyawarah BKAD/K atau sejenis
187 demokratis, setara yang sesuai dengan

ar dan prinsip organisasi.

Hubungan kerja ini
mengorganisir atau memias!
agar menghasilkan keputusan yang
visi, misi, asas, tujuan, keb‘ij\iakan das
N
ol
i

P



(1)

Pasal 15

Hubungan kerja péngawas adéléh hubungayh 'kerja:dan

mmerupakan wakil masyarakat untuk mengawaS| dan;

~ organisasi agar sesuai dengan visi, misi, asas, tu;uan
 prinsip orgamsa3| L -

(2)

W

@

para pengawas yang

mengamati jalannya s

‘a. Hubungan kerja setlngkat Desa (BPD dan atau DPD/KeI , sl
 b Hubungan kerja  setingkat Kecamatan (DPK dan atau pengawas‘1.»§i"*?fff.l%

Hubungan kerja pengawas terdm dari :

mdependen lainnya). , S ;} 2

Hubungan kerja ini bersnfat aktif dan pro aktlf sebagan fungm pengawasan S

~ dan pengaduan masyarakat. Hasil pengawasan, pandangan dan evaluasinya Lk
~akan dijadikan rujukan untuk mengevaluasi pekerjaan balk di tlngkat anggota st
- kelompok, dusun desa dan Kecamatan e §|‘ o e

Pasa|16 E'

Hubungan kerja verlflkaS| adalah hubungan kerja dengan\ pelaksana hananz":;‘f,‘" i
- dalam memverifikasi kelayakan pekerjaan atau usaha dan permasalahan =
 yang berkaltan pengembangan usaha balk secara teknls maupun';’, R

admlnlstrast e
ik

Hubungan kerja sebagalmana dlmaksud ayat (1) pasal ini berS|fat berkala‘::vi_}- L
- dan temporer yaitu manakala PjOK, BPHK dan FPK meminta dan atau

secara pro aktif sendiri melakukan pekerjaan sesuai kewenangannya Hasil

rekomendasi verifikasi sendiri akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam -
‘pengambilan keputusan Musyawarah BKAD/K BKAD/K Berkala dan BKAD/K» '
Pergullran : B

Ly  BABWI ,
BENTUK KOORDINASI DAN MUSYAWARAH
- DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal17 i

- Bentuk koordma3| dan musyawarah dalam pengambllan keputusan terdm dan

a_

. Koordinasi

Lokakarya Kabupaten sebagai upaya untuk melaxukan evaluasn dan
- merumuskan kebijakan setmgkat Kabupaten S e

Satuan kerja/T im" tingkat Kabupaten

[

Musyawarah BKAD/K tmgkat Kecamatan

l
-~ Musyawarah Badan Kerja sama Antar Desa/KeIurahan (BKAD/K) berkala e
~tingkat Kecamatan; ~ R ~z i

'Musyawarah Badan Kerja sama Antar Desa/KeIurah
tingkat | Kecamatan; - A : el:

Forum Pelaku Desal Kelurahan antar Desa/Kelurahan setmgkat Kecamatan o

N Musyawarah Desa/ Kelurahan (Musdes/MuskeI) setlngkat Desal Kelurahan ’
Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel) Musdes/Muskel Evaluas'

dan Berkala setmgkat Desa Kelurahan

kebfjakan dasar dan -

yahg‘ paling 'se'dikit i
- dilaksanakan 1 (satu) kali sebulan untuk mengkoordlnlr pelaksanaan
- pekerjaan di Iapangan

Forum atau asos1asn UPK dan BKAD/K antar Kecamatan tmgkat Kabupaten

(BKAD/K) Khususi‘?"f e



5 3~ =

(1)

@

Musyawarah Kelompok (MUSPOK). -

|

|

Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel) Khusus setlngkat Desa/ -

Kelurahan; ; . RN

H
i

Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) setingkat Desa/Kelurahan
Forum antar kelompok setingkat dusun/ lingkungan atau Desa/Kelurahan;
Lokakarya Dusun/Lingkungan; ‘ ‘

o]

BABVII !
PENGUATAN DAN PENATAAN KELEMBAGAAN

Pasal 18
Penguatan dan penataan kelembagaan adalah sebagal upaya untuk?»
mengoptimalkan sumber daya, tercapainya pembangunan yang lebih efisien
dan tepat guna, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, berkembangnya

ekonomi lokal Desa/Kelurahan dan antar Desa/KeIurahan

Pokok -pokok penataan kelembagaan UPK adalah sebagal berlkut :
a. Musyawarah Antar Desa (MAD) membentuk BKAD/K atau sebutan Ialn

b. Pembentukan BKAD/K dengan sistem perwakllan Desa/Kelurahah
~ dengan susunan yang ditentukan kemudian dengan{ musyawarah

- Pembentukan BKAD/K dimintakan persetujuan BPD
Pengurus BKAD/K bertanggung jawab kepada Musyawarah BKAD/K
Pengambilan keputusan tertinggi di tangan Musyawarah BKAD/K

BKAD/K melaiui Musyawarah BKAD/K membentuk; UPK dan atau unit lam '
sebagai pelaksana mandat dari BKAD/K; g] ‘ :

-0 a0

UPK adalah salah satu unsur unit pelaksana operas:onal BKAD/K

h. Keberadaan UPK diatur dalam AD/ART BKAD/K dan secara‘
- terdesentralisasi keberadaan UPK mempunyain AD/ART dan atau Slstem' ~

Operasional Prosedur (SOP) tersendiri; | ﬁ

i. Dengan mandat itu UPK menjalankan fungsi pengelolaan keuangan mikro,
penyaluran dana program, pembinaan, pelayanan:| ‘usaha masyarakat dan ~
pemberdayaan serta pengembangan masyarakat; ;| ‘ ‘

@

" j. Fungsi-fungsi UPK dimaksud diatur sesuai dengan AD/ART dan atau'

SOP dan AD/ART BKADI/K;

k. Pengurus UPK bertanggung-;awab kepada BKAD/K melalui Musyawarah
BKADIK; ‘

L Untuk menunjang operasnonal UPK, di daIaJm BKAD/K dlbentuk

kelembagaan pendukung UPK yang menjalankan fungsi pemenksaan
verifikasi, penanganan pinjaman bermasalah, pemantauan

'm. Kelembagaan Pendukung dlbentuk dan dltetapkan oleh BKAD/K melalui

Musyawarah BKAD/K; ; ;,

——

n. Kelembagaan rFendukung oenanggungjawab kepada BKAD/K melalun |
Musyawarah BKAD/K; ,

o. Fungsi-fungsi kelembagaan pendukung dlatur berdasarkan AD/ART}

BKAD/K; : “ ,
p. Kepengurusan BKAD/K, UPK dan kelembagaan pendukung dlsesualkan

dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wnlayah

|
0
E:
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q. Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya - Asosnasn BKAD/K - dan
Forum-UPK tingkat Kabupaten untuk tu;uan membentuk jaringan
kerjasama s

BAB Vil '

PERLINDUNGAN HASIL KEGIATAN PPK/ PNPM PPK
Pasal 19 , ,1

Hasil keglatan PPK/PNPM-PPK dan UPK adalah mlllk masyarakat bukan
milik lembaga-lembaga ataupun milik Desa/ Kelurahan.

Hasil kegiatan PPK/PNPM- PPK dan UPK tldak dapat dlplndah tangankan
kepada pihak lain. : \ , :

Hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK yang mempunyal pendapatan -

maka pendapatan tersebut digunakan untuk kepe“‘mgan pelestaruan‘

peningkatan kualitas, dan pengembangan hasil keglatan

Mekanlsme pelestanan dilakukan secara partls:patlf transparan dan |
mempunyai akuntabilitas.

Bupati selaku Kepala Daerah merupakan penanggung Jawab dan pemblna
dalam perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM PPK dan UPK
di tingkat Kabupaten. ‘

% |

‘Badan Pengawas adalah Perangkat Daerah yang d\tugaskan Bupati untuk
- melakukan pengawasan pelaksanaan perlmdungan dan pelestarian hasil -

kegiatan PPK/PNPM PPK dan UPK.

Camat merupakan penanggungjawab dan pembina dalam perllndungan dan
pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM PPK dan UPK dl tlngkat Kecamatan

Kepala Desa/Lurah merupakan penanggung jawab dalam perlindungan: dan
pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK di tingkat
Desa/Kelurahan. . :

{ .

, BAB iX ?

il ~ MEKANISME PERLINDUNGAN |
o ‘ Pasal 20 %

Mekanisme perhndungan hasil keglatan PPK/PNPM- PPK dan UPK dlatur melalm :
. tahapan sebagai berikut :

a.

Seluruh masyarakat lokasi PPK/PNPM-PPK dan UPK ‘membentuk BKAD/K
melalui Musyawarah BKAD/K, dimana susunan pengurus dan anggotanya
dilakukan pengesahan oleh Bupati;

Musyawarah BKAD/K membuat daftar seluruh hasxl keglatan PPK/PNPM-
PPK dan UPK termasuk jumlah dana bergulir untuk dlsahkan oleh Bupatl
sebagai aset yang dilindungi dan dilestarikan; ;

Musyawarah BKAD/K harus membuat ketentuanlketetapan/keputusan/aturan
yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian hasil._kegiatan PPK/
PNPM-PPK dan UPK dan dituangkan dalam AD/ ART BKAD/K dan AD/ ART

- dan atau SOP UPK disahkan oleh Bupati.;

Pengurus UPK,: Dewan Pengawas UPK, Dewan Venfkasn Kecamatan
Fasilitator Pendamping Kecamatan . (FPK) dan atau. ’kepengurusan dalam
bentuk dan istilah lainnya yang dlputuskan oleh Musyawarah BKAD/K
dlsahkan oleh Bupatl ‘ . e
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Pengurus lembaga Ialnnya yang dibentuk Musyawarah BKAD/K dilapor}kan -
kepada Bupati. : ‘ ,

- BAB X
MEKANISME PELESTARIAN
- Pasal 21
Mekanisme pelestanan hasil keglatan PPKIPNPM PPK dan UPK diatur sebagai‘ :
berikut : ' .
a. Pelestanan dan pengembangan dana bergulir dllakukan oleh UPK sebagal |

pelaksana mandat BKAD/K melalui Musyawarah BKAD/K dan didukung oleh

~ lembaga pendukung yang dibentuk oleh BKAD/K melalun Musyawarah,

BKAD/K serta diawasi oleh DPK; : ty

Pelestarian hasil keglatan sarana prasarana dilakukan oleh Tim Pemellhara'
masing-masing kegiatan dan pada tmgkat Desa/Kelurahan dapat dxbuat
Peraturan Desa/KeIurahan :

i

i
f

~. o BAB Xl
KETENTUAN KHUSUS PERLINDUNGAN

DAN PELESTARIAN DANA BERGULIR
- Pasal22 , |

UPK merupakan satu-satunya lembaga yang dlbentuk untuk melaksanakan-

pengelolaan dana bergulir PPK/PNPM-PPK di tlngkat Kecamatan yang e

dibentuk dan diangkat oleh BKAD/K melalui Musyawarah BKAD/K.

Musyawarah BKAD/K membuat ketentuan pengelolaan dana berguhr yang
mengacu pada dasar-dasar Pengelolaan Dana Bergulir dan Aturan Pokok -

-Perguliran pada PTO PPK/PNPM-PPK dan Integrasi PPK dalam Sistem
: Pembangunan Daerah yang telah tertuang dalam AD/ART UPK dan atau;

SOP di masing-masing Kecamatan.

Penynmpanan dana UPK dalam bentuk snmpananl Bank hanya boleh -
dilakukan di Bank Pemerintah atau yang sejenis.

Pengelolaan dana bergulir hanya untuk kepentingan kebutuhan pendanaan
usaha masyarakat melalui pendanaan kelompok, bukan bersifat pendanaan
langsung pada kegiatan individu pada wilayah masing-masing Kecamatan
dan tidak dapat digunakan untuk usaha lain atau lokasi lain.

Seluruh aparat Pemerintahan baik tingkat Desa/Ke’zlurahan Kecamatan‘
maupun Kabupaten dan Pegawai Negeri Slpll tidak dlperbolehkan sebagai
pemanfaat pinjaman. H

Seluruh aparat Pemerintahan baik di tingkat Desa/Kelurahan Kecamatan
maupun Kabupaten tidak diperbolehkan menerima (balk langsung ataupun
tidak langsung) honor, insentif dalam bentuk apapun dan pendanaan apapun
dari hasil pengelolaan dana berguilir. ‘

Dalam upaya penambahan permodalan dana bergullr UPK dengan
persetujuan Musyawarah BKAD/K dapat menenma bantuan, donasi, dan.
pinjaman dari pihak lain. , :

UPK tidak boleh menerima simpanan masyarakat yang bers_ifat mengikat_ dan
memberatkan. SR
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telah dibangun melaluii PPK/IPNPM-PPK, Pemerintah Daerah berkewajiban
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| BAB Xl

KETENTUAN PENGELOLAAN SARANA PRASARANA
DAN FASILITAS KUALITAS HIDUP:

| ‘ Pasal 23

Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang

untuk memberikan pemblnaan yang memadai untuk tim pengelola sarana

‘dan prasarana. ii

Pada prinsipnya semua sarana prasarana dan fasilitas kualitas - hldup,
(kesehatan, pendldlkan dan fasilitas lainnya) yang dibangun oleh PPK/
PNPM-PPK harus dlkelola pelestarlannya oleh masyarakat sendiri sebagai
wujud rasa memiliki dan tanggung jawab.

BPHK dan FPK (Pelaku setingkat Kecamatan) dan BPKHD/Kel dan FPD/Kel
(pelaku setingkat DesalKelurahan) bersama tim pelestarian di tingkat Desa/
Kelurahan dan kelompok berkewajiban mengorganisir dan melakukan

_pendataan pelestarian . sarana prasarana dan fasilitas kualitas hidup.

Sarana dan prasarana yang telah dlbangun mempunyai fungsi pelayanan
masyarakat secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Desa/Kelurahan dan antar Desa/Kelurahan memberikan dukungan da!am

proses pengelolaan dan perllndungan

\} :
: i BABXIll
PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN DAN MASALAH
o 'g E Pasal 24 :
Apabila terjadi perselis;ihan penyimpangan dan lain-lain yang dilakukan oleh
pelaku perlindungan dan pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK akan

. diselesaikan secara musyawarah apabila tidak tercapai kata sepakat maka

akan diselesaikan meIaIUI Jalur hukum yang berlaku.

Prinsip' dasar dalam penyelesalan masalah adalah keterbukaan dan
partisipasi masyarakat dimana salah satu indikatornya adalah berupa
pengawasan Iangsung yang dilakukan masyarakat.

Pengaduan harus dlllhat dari asal dan inti dari pengaduan tersebut yang

‘harus - mendapat perhatlan yang serius, cepat tepat sasaran dan efektif

dalam proses penyelesalannya ,
Penanganan pengaduan harus tetap dilakukan secara berjenjang yang.

- mengedepankan prinsip kerahasiaan identitas pelapor, keterbukaan,

partIS|paS| proporsmnal dan Ob]ektlf

, ‘};
] BAB XIV
1? KODE ETIK PELAKU
| ~ Pasal 25

: h : : :
Kode eiix—-pelaku - 'malatan perlindungan dan- pelestarian kegiatan PPK/
PNPM-PPK merupakan kaidah moral yang diturunkan berdasarkan nilai-nilai

tuhur untuk mencapai cita-cita ideal berdasarkan visi, misi, asas, tujuan,
-kebijakan dasar keglatan perllndungan dan pelestanan keg|atan PPK/PNPM-
PPK o
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- (3)
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(2)

~ masyarakat sebagai subyek sehingga kegiatan pemantauan dilakukan

(3)

(4)

Kode etlk ini berlaku bagi seluruh pelaku dalam rangka menempatkan

kepentingan masyarakat terutama kelompok masyarakat mlskln di atas
kepentingan lainnya. 1

Pelanggargn kode ''etik harus diselesaikan berdasarkan prosedur
pgnyelesalan secara‘cepat tuntas dan tanpa ada toleransi serta jika
dipandang perlu dapat dilakukan pemecatan dan proses hukum bagi pelaku

5 ~ BABXV

MEKANlSME PENGAWASAN MONITORING DAN EVALUASI
BIREE Pasal 26

\ . \ .
Masukan program Perlmdungan dan Pelestanan Keglatan PPK/PNPM-PPK
atau sumber daya dllaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Memastikan pelaksanaan Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/Y
PNPM-PPK  telah sesual rancangannya baik darl tahapan kegiatan dan

- capaian (keluaran) setlap tahapan.

i
Memastikan keluaran pelaksanaan Perlindungan dan Pelestanan Kegiatan
PPK/PNPM-PPK sesua| dengan rencana yang telah disusun.

Melakukan evaluasi terhadap kualitas forum-forum pengambilan keputusan,
kualitas keputusan masyarakat kualitas pertanggungjawaban (accountable},
partisipasi, transparanSI dan kewenangan masyarakat dalam merencanakan
dan melaksanaan perlmdungan dan pelestarian kegiatan PPK/PNPM-PPK.

Melakukan evaluasi terhadap pencapaian hasil tujuan yang direncanakan

- sebelumnya sebagai bahan rencana tindak lanjut untuk peningkatan kinerja

dan program perllndungan dan pelestarlan kegiatan PPK/PNPM-PPK secara
berkelanjutan S, ,

|
=
H

Secara resmi pengawasan perhndungan dan pelestarian hasil keglatan '
PPK/PNPM-PPK dan UPK dilaksanakan oleh Badan Pengawas Kabupaten
Karanganyar atau lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Perllndungan dan Pelestanan Kegiatan PPK/PNPM-PPK menempatkan

Pasa>l 27

secara partvsrpa‘uf oleh masyarakat

Masyarakat adalah pemlllk proses dari keglatan program Perllndungan dan
Pelestarian Kegiatan PPKIPNPM PPK, dan mereka bertanggungjawab untuk.
memantau proses keg!atan Perllndungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/ .
PNPM-PPK. . :

Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pemantauan Tim

- _Koordinasi bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk

memfasilitasi terbentuknya "Forum Masyarakat Pemantau Kegiatan
Perhndungan dan Pelestanan Kegtatan PPK/PNPM-PPK".

BAB XVI .
ASOSIASI BKAD/K DAN FORUM UPK

I Pasal 28
g

Untuk menjalin jalur komunlkaSI dan informasi serta kerjasama maka pada tingkat
Kabupaten dibentuk ASOSlaSI BKAD/K sebagal jalur aspirasi pembangunan

I
i
|

g
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partisipatif masyarakat dan Forum UPK sebagai wadah kerjasama dan komunikasi
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antar UPK dengan ketentuan dan kesepakatan yang akan diatur kemudlan

| BAB XVII
KEKAYAAN DAN ASET UPK

Baglan Kesatu

I Kekayaan

‘ : Pasal 29 -
Kekayaan UPK yang | dimiliki selama ini merupakan kekayaan, milik
masyarakat ; :

Kekayaan UPK dlperoleh dari:
a. Dana Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam

- Kelompok Perempuan (SPKP);

b. Jasa Pinjaman Usaha Ekonomi Produktlf (UEP) dan Simpan Plnjam
. Kelompok Perempuan (SPKP) ,

Jasa lainnya yang dalam Buku Bank yang dimiliki oleh UPK
Pendapatan lamnya dari proses perguliran dan angsuran;

Sumbangan/ hibah darl pihak lain yang bersifat tidak menglkat

} .
,Usaha usaha yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) orgamsaS|

Baglan Kedua
Aset UPK
Pasal 30

R

I

\

I

l

g o , ~ ,
Aset UPK adalah semua harta benda yang dibeli dari dana organisasi atau
UPK.

l
Sumbangan atau hlbah dan bantuan darl pihak lain yang tldak mengikat.

Usaha dari kegiatan transakSI dan pengembangan usaha ekonomi produktif
yang sah dan halal yang tldak bertentangan dengan AD/ART organisasi.

1
| | ' BAB XViiI
. ! PENDANAAN
] Pasal 31
|

Sumber pendanaan pelaksanaan perhndungan dan pelestarlan hasil keglatan

PPK/PNPM-PPK dan UPK adalah dari APBD atau sumber lain yang sah dari
pendapatan daerah dan tidak diperbolehkan membebani masyarakat atau

lembaga yang ada d| PPK/PNPM-PPK dan UPK baik secara langsung

maupun tldak langsung

Alokasi pendanaan dalam proses pelaksanaan perhndungan dan pelestarian
hasil kegiatan PPK/PNPM PPK dan UPK akan ditentukan dan diatur oleh

Bupati. nh :




